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Tak ada kata terlambat 

Tak ada kata menyerah 

Tak ada kata menyesal 

Takada kata mengeluh 

Hanya ada  kata menang, born to win 
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ABSTRAK 

 

Nikah sirri merupakan fenomena yang sudah lama menjamur dalam 
kehidupan masyarakat muslim di Indonesia. Baik dalam masyarakat perkotaan 
ataupun pedesaan, telah banyak yang melakukan nikah sirri. Begitu juga yang 
terjadi di Desa Karanganyar Paiton. Sedangkan nikah sirri sendiri tidak 
mempunyai kekuatan hukum untuk melindungi kaum perempuan apabila 
terjadihal-hal yang merugikan perempuan. Oleh karena itu, peneliti ingin 
mengetahui nikah sirri dalam perspektif gender. 

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang 
menyebabkan masyarakat di Desa Karanganyar Paiton banyak melakukan nikah 
sirri dandampaknya terkait dengan ketidakadilan gender. Nikah sirri dalam 
perspektif sosiologi gender dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan 
kualitatif. Selanjutnya, dalam pencarian data, penulis melakukan wawancara 
sebagai data primer kepada pihak yang melakukan nikah sirri dan untuk data 
sekunder, penulis mencari data-data yang terkait dengan nikah sirri, baik melalui 
dinas setempat dan internet. 

Dari penelitian yang dilakukan, penulis menemuukan beberapa faktor 
penyebab yang mendorong masyarakat setempat melakukan nikah sirri. Seperti 
faktor agama, administrasi,dan keluarga.Selain itu, terkait dengan masalah gender 
yang menjadi pokok bahasan ini. Penulis melihat bahwa nikah sirri mempunyai 
kaitan erat dengan masalah gender. Manifestasi ketidakadilan gender yang ada, 
yaitu: marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan 
tidak penting dalam keputusan politik, kekerasan (violence), dan beban- kerja 
yang lebih banyak juga menimpa perempuan yang telah melakukan nikah sirri. 
 
Keywords: Nikah sirri, gender. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia pada umumnya, dilahirkan seorang diri, akan tetapi dia adalah 

makhluk yang telah mempunyai naluri untuk hidup dengan manusia-manusia lain 

(gregariousness)1. Sehingga, kehidupan manusia tidak akan terlepas dari interaksi 

antara satu individu dengan individu lainnya. Individu-individu tersebut 

terkumpul dalam suatu hubungan sosial atau masyarakat yang terbentuk dari 

kumpulan beberapa kelompok sosial kecil (domestik), dalam hal ini adalah 

keluarga.Keberadaan keluarga merupakan inti dari keberadaan masyarakat dan 

merupakan perwujudan dari suatu ritual yang disebut penikahan atau perkawinan 

(marriage). 

Pernikahan sendiri merupakan sebuah sunnatullah yang menjadi media 

pertemuan antara seorang laki-laki dan perempuan yang mampu memberikan 

ketenangan jiwa (sakinah) bagi masing-masing pasangan.Di samping itu, 

pernikahan juga merupakan sarana untuk saling memberikan sinergi antara satu 

dan lainnya, sehingga dapat diupayakan peningkatan kualitas rūhiyah, nafsiyah, 

fikriyah maupun jasadiyah serta menjadi wadah untuk bersosialisasi dengan 

masyarakat secara mawaddah dan rahmah.Oleh karena itu, akan begitu terasa 

indah apabila mahligai rumah tangga yang dibangun melalui pernikahan yang sah 

serta mampu menggapai tahap sakīnah,mawaddah dan rahmah dalam kehidupan 

sehari-harinya. 

                                                 
1Soerjono Soekamto, Sosiologi Suatu Pengantar; edisi baru kesatu.(Jakarta: CV. 

Rajawali, 1982), hal. 160 
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Pernikahan apabila dikaji menurut hukum Islam bisa diartikan sebagai 

suatu perjanjian yang sangat kuat dan kokoh atau dalam al-Qur’an disebut 

mitsāqan ghalīzan.Dalam hal ini, karena pernikahan merupakan sebuah 

perjanjian, maka halal dan haramnya atau antara sah dan batalnya suatu 

pernikahan dapat dilihat dari tata cara atau praktik permulaan pernikahan tersebut. 

Pernikahan yang sah dalam tinjauan Islam adalah pernikahan yang memenuhi 

beberapa rukun dan persyaratan pernikahan, yaitu: adanya dua calon pengantin, 

wali nikah, saksi minimal dua orang, mahar (mas kawin) dan ijab-qabul. 

Mengingat banyaknya aspek penting yang terkandung dalam pernikahan, 

maka agama Islam mengatur secara terperinci tentang persyaratan pernikahan. 

Bahkan untuk mendukung hal itu, pihak pemerintah juga ikut serta mengaturnya 

dengan cara menerbitkan beberapa aturan terkait perkawinan dan pencatatan 

perkawinan. Pencatatan dilakukan untuk memberi kekuatan formal bahwasannya 

pernikahan yang dilakukan tersebut telah memenuhi hukum agama Islam dan 

standar administrasi bagi masyarakat. 

Dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan Pasal 2 

ayat (1) memberikan penegasan bahwa perkawinan akan sah apabila dilakukan 

menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pencatatan 

perkawinan tidak menentukan sah tidaknya suatu perkawinan, tetapi hanya 

menyatakan bahwa peristiwa perkawinan benar-benar terjadi.Hal ini dilakukan 

hanya semata-mata untuk urusan administratif.Pencatatan perkawinan menurut 

Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat (1), adalah agar dapat menjamin ketertiban 

perkawinan bagi masyarakat Islam, sehingga setiap perkawinan harus dicatat. 
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KHI pasal 6 ayat (1) menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan 

di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah.Perkawinan 

yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah dianggap tidak 

mempunyai kekuatan hukum sebagaimana ditegaskan lebih lanjut dalam pasal 6 

ayat (2) KHI. 

Dalam anjuran syara’, berbagai perangkat aturan formal telah diterbitkan 

terkait pencatatan perkawinan.Namun faktanya masih banyak warga masyarakat 

yang kurang memperdulikan urusan pencatatan perkawinan tersebut.Mereka 

merasa cukup hanya dengan menikah menurut aturan “hukum Islam”, atau tidak 

perlu dicatat atau diberitahukan kepada petugas pemerintah (nikah sirri ). 

Kantor Urusan Agama yang kemudian disingkat KUA di daerah Paiton 

Probolinggo Jawa Timurmenyebutkan bahwa nikah sirri  dapat diartikan dengan 

beberapa pemahaman.Pertama, nikah sirri  adalah bentuk pernikahan yang tanpa 

adanya catatan tertulis dari pihak pegawai pencatat nikah (PPN) atau Kantor KUA 

dan sah secara agama (hukum Islam).Kedua, Pernikahan yang dianggap sah 

dengan dalih agama, namun terkadang tidak memenuhi beberapa rukun 

pernikahan yang diatur agama.Ketiga, pernikahan yang diawasi oleh bukan 

petugas resmi pemerintah. Keempat, pernikahan yang boleh jadi diawasi oleh 

pejabat pemerintah,akan tetapi tidak dicatat secara resmi di KUA kecamatan2. 

 

                                                 
2Keempat hal tersebut di atas adalah bentuk dari spesifikasi pemaknaan tentang arti dan 

tata pelaksanaan nikah sirri  yang terjadi di masyarakat.Penjelasan ini merupakan hasil wawancara 
penulis dengan Muhammad Malik sebagai Petugas KUA Kecamatan Paiton Probolinggo Jawa 
Timur. 
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Dalam arti lain, istilah nikah sirri  tidak dikenal dalam peraturan 

perundang-undangan dan hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Istilah 

tersebut adalah “bahasa” masyarakat yang dipergunakan untuk menyebut 

pernikahan suatu pasangan yang tidak dicatat pada lembaga resmi pemerintah, 

dalam hal ini KUA kecamatan bagi yang beragama Islam dan Kantor/Dinas 

Catatan Sipil bagi yang beragama selain Islam, atau dalam bahasa lain, nikah sirri  

adalah pernikahan yang dilakukan di “bawah tangan”. 

Fenomena nikah sirri  memang telah banyak terjadi di berbagai daerah. 

Bahkan fenomena tersebut telah banyak mendapat perhatian yang sangat serius 

dari pemerintah, karena kasus nikah sirri banyak yang berujung pada 

ketidakadilan gender.Seperti yang di ungkapkan oleh Prof Dr Syamsul Arifin;  

“Nikah sirri  selalu berujung pada penderitaan pada pihak perempuan. Nikah sirri  

“mengorbankan anak-anak perempuan kita”.Pemidanaan pelakunya “tidak 

menyalahi aturan agama”.3 

Fenomena dan kasus-kasus yang telah banyak terjadi pada masyarakat kita 

ini, ternyata tidak menyurutkan minat warga masyarakat untuk tetap melakukan 

nikah sirri . Seperti yang terjadi pada masyarakat Probolinggo, khususnya di desa 

Karanganyar Paiton, dari hasil pengamatan penulis selama bersama dengan 

masyarakat setempat, bahwa masih banyak ditemukan adanya pernikahan yang 

dilakukan secara sirri  atau menikah secara diam-diam. Masyarakat desa 

Karanganyar sendiri,juga dikenal oleh sebagian besar penduduk desa tetangga 

                                                 
3https://sociopolitica.wordpress.com/tag/nikah-siri/ , diunduh pada tanggal 14 juli 2012, 

pukul 23:34 WIB. 
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sekitarnya merupakan masyarakat yang sebagian besar taat terhadap agama dan 

hukum yang berlaku.  

Oleh karena itulah, mengapa kemudian penulis ingin melihat fenomena 

yang terjadi di masyarakat, khususnya yang terjadi di Desa Karanganyar sebagai 

studi lapangan tentang praktik nikah sirri  yang sebenarnya menurut hemat penulis 

adalah bias gender (gender difference) yang terjadi di masyarakat Desa 

Karanganyar.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, ada dua  pokok rumusan masalah yang 

akan penulis pecahkan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Faktor apa sajakah yang melatarbelakangi kaum perempaun di Desa 

Karanganyar cenderung untuk lebih memilih nikah sirri?  

2. Bagaimana dampaknikah sirri  terhadap kaum perempuan di Desa 

Karanganyar terkait dengan ketidakadilan gender? 

C. Tujuan  Dan  Kegunaan  Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk: 

1. Menjelaskan faktor atau kecendrungan nikah sirri  yang terjadi pada 

masyarakat Desa Karanganyar Paiton. 

2. Mendeskripsikan tinjauan gender (gender perspective) terhadap nikah 

sirri  pada masyarakat Desa Karanganyar. 
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Manfaat penelitian ini: 

a. Manfaat teoritis:  

1. Dapat memetakan nikah sirri  yang terjadi dikalangan masyarakat 

untuk selanjutnya diberikan solusi yang tepat dan benar guna 

pengembangan kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. 

2. Mampu memberikan sumbangan bagi pengembangan khasanah 

ilmu pengetahuan mengenai permasalahan nikah sirri  yang 

berkembang di masyarakat. 

b. Manfaat praksis: 

1. Sebagai referensi dan komparasi dalam melihat perkembangan 

masyarakat oleh para peneliti social yang bermaksud melakukan 

penelitian yang sejenis. 

2. Sebagaai bentuk kepedulian penulis dalam menyikapi fenomena 

social kemasyarakatan, sekaligus sebagai upaya menunjukkan 

sebuah karya yang dapat digunakan untuk kepentingan bersama di 

masa yang akan datang 

D. Tinjauan Pustaka 

Guna mengetahui sejauh mana masalah nikah sirri  sudah dibahas dalam 

berbagai literatur, maka penulis mencoba menelusuri beberapa pustaka sehingga 

dari penelusuran tersebut dapat diketahui apakah masalah tersebut masih up to 

date untuk dibahas dalam sebuah karya ilmiah yang lain.  

Terkait pernikahan dalam Islam, banyak dijumpai beberapa buku yang 

membahas tentang konsep pernikahan, baik yang disusun oleh perseorangan 
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maupun beberapa lembaga bahkan instansi pemerintah.Beberapa majalah serta 

buletin terkait pernikahan dan keluarga pun dapat dengan mudah di jumpai. 

Kajian yang cukup kasuistik terkait nikah sirri  banyak ditemukan pada 

karya ilmiah tingkat sarjana S1, seperti hasil skripsi mahasiswa.Sebut saja karya 

ilmiah Pujiyanti, “Aspek Hukum Nikah Sirri”.Dalam skripsi tersebut hanya 

membahas tentang aspek hukum nikah sirri  saja dan hanya terpaku pada sah atau 

tidaknya nikah sirri4. 

Farhatul Aini juga menulis karya tulis terkait nikah sirri  dengan 

mengambil tema atau judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri dan 

Dampaknya Pada Masyarakat di Desa Pakong Kabupaten Pamekasan.” Skripsi ini 

membahas tentang berbagai faktor penyebab nikah sirri  yang terjadi pada suatu 

lokasi dan pandangan hukum Islam secara umum terhadap praktik pernikahan 

tersebut.5 

Muhtar AsShidqi, “Nikah Sirri di Kecamatan Klaten Utara (Sebuah 

Tinjauan Secara Yuridis dan Normatif)” dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa 

pernikahan sirri  yang terjadi didaerah tersebut tidak sah karena saksi dipesan 

untuk tidak memberitahukan kepada orang lain. Hal ini dianggap sama dengan 

pernikahan tanpa saksi.6 

                                                 
4Pujiyati, “Aspek Hukum Nikah Sirri,” Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah IAIN 

Sunan Kalijaga (2002). 
5Farhatul aini, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri dan Dampaknya Pada 

Masyarakat di Desa Pakong Kab.Pamekasan”.Fakultas.Syariah UIN Sunan Kalijaga (2009). 
6Muhtar As-shiddiqi,” Nikah Sirri di Kecamatan Klaten Utara (Sebuah Tinjauan Secara 

Yuridis dan Normatif)”. (Skripsi Tidak diterbitkan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga 2007) 
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Selanjutnya, pembahasan tentang nikah sirri, juga pernah ditulis oleh Dadi 

Nurhaedi7 sebagai Tesisnya dengan judul Nikah di Bawah Tangan, Praktik Nikah 

Sirri Mahasiswa Jogja.Dalam penelitian tersebut membahas tentang motivasi dan 

variasi nikah sirri.Dalam bukunya disebutkan bahwa, analisis tentang perilaku 

nikah sirri, perlu dinyatakan kembali dan tindakan sosial itu dibedakan kepada 

yang rasional dan nonrasional.Kedua tindakan tersebutlah yang digunakan sebagai 

pisau analisis untuk mencermati kasus nikah sirri yang dilakukan oleh mahasiswa 

di jogja. Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah terletak pada 

focus kajiannya. Pada penelitian yang dilakukan oleh Dadi, fokus kajiannya hanya 

pada faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan nikah sirri.Sedangkan 

penelitian yang penulis lakukan, lebih terfokus pada kaitannya nikah sirri dengan 

ketidakadilan gender. 

Berdasarkan penelusuran yang telah penulis lakukan, maka belum ada 

kajian terkait pernikahan sirri  yang secara khusus dilakukan dengan pendekatan 

gender.Selain itu, juga tidak ditemukan karya tulis yang khusus meneliti tentang 

praktik nikah sirri  yang terjadi pada masyarakat Desa Karanganyar Paiton.Oleh 

karena itu, penulis merasa penting untuk mengangkat tema tentang Nikah sirri  

dikalangan Masyarakat Karanganyar Paiton Probolinggo perspektif Gender 

dengan lokasi penelitian Desa Karanganyar Paiton Probolinggo. 

E. Kerangka Teori 

Salah satu praktik sosial yang dianggap “legal” oleh masyarakat muslim 

Indonesia akan tetapi sejatinya merugikan salah satu pihak adalah praktik nikah 

                                                 
7 Dadi Nurhaedi, “Nikah di Bawah Tangan, Praktik Nikah Sirri Mahasiswa Jogja”, 

Saujana (2003) 
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sirri . Walaupun juga menggunakan istilah “pernikahan”, banyak hal yang perlu 

dipertanyakan terkait eksistensi dan substansi pernikahan tersebut terutama terkait 

keabsahannya. Boleh jadi praktik pernikahan seperti itu juga akan mengundang 

permasalahan atau problem serta fitnah dikemudian hari sehingga nilai tarbiyah 

atau tujuan suci tersebut tidak akan tercapai.Selain itu, pernikahan sirri  pada 

konteks masa kini banyak dilakukan sebagai upaya legalisasi perselingkuhan atau 

menikah lagi untuk yang kedua kalinya atau lebih. 

Nikah sirri  adalah fakta sosial yang timbul dalam perubahan sosial 

modern.Dalam sistem hukum, kemudian muncul istilah dualisme hukum yang 

memberikan gambaran tentang berbagai kontradiksi antara hukum dalam teori 

dengan hukum dalam praktik.Perilaku nikah sirri  dimasukkan dalam sebuah teori 

perilaku kolektif yang mencoba menjelaskan tentang kemunculan aksi sosial. Aksi 

sosial merupakan sebuah gejala aksi bersama yang ditujukan untuk merubah 

norma dan nilai dalam jangka waktu yang panjang. 

Gender berkembang atas dasar bahwa proses hukum berlangsung didalam 

suatu jaringan atau sistem sosial yang dinamakan masyarakat, yang berarti hukum 

hanya dapat dimengerti dengan jalan memahami sistem sosial terlebih dahulu dan 

hukum merupakan prosesnya.8 

Hafidz menjelaskan bahwa pengertian gender sebagai konstruksi sosial 

tentang peran laki-laki dan perempuan seperti yang dituntut oleh masyarakat dan 

diperankan oleh masing-masing laki-laki maupun perempuan. Dengan kata lain, 

gender merupakan cerminan cara pandang dan tuntutan masyarakat tentang 

                                                 
8 Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta: Rajawali Press, 2005), 

hlm. 5. 
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bagaimana laki-laki dan perempuan harus berfikir dan berprilaku, yang semuanya 

ditentukan oleh struktur sosial masyarakatnya, dengan didasarkan pada 

perbedaan-perbedaan biologis laki-laki dan perempuan.9 

Lebih lanjut dia  mengemukakan bahwa konstruksi sosial dihayati sebagai 

sesuatu yang tidak boleh dirubah karena sudah dianggap sebagai kodrat dan 

alamiah, bahkan menjadi suatu ideologi. Penghayatan tersebut ditanamkan 

melalui proses sosialisasi dan internalisasi kepada laki-laki dan perempuan, 

sehingga tercermin dalam sistem yang ada, misalnya sistem nilai, ekonomi, 

politik, dan agama yang selanjutnya berbagai sistem tersebut dipandang akan 

memperkuat ideologi gender.  

Menurut Saptari, ideologi gender adalah segala aturan, nilai stereotip yang 

mengatur hubungan antara perempuan dan laki-laki dengan terlebih dahulu 

pembentukan identitas feminim dan maskulin. Ideologi tersebut dapat terbentuk 

diberbagai tingkatan, misalnya tingkatan negara, tingkatan komunitas, atau 

tingkatan keluarga dan disosialisasikan melalui berbagai pranata sosial yang 

dikuasai dan dikendalikan oleh kelompok yang berkuasa dalam masyarakat. Dari 

pengertian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa gender merupakan 

konstruksi peran pada laki-laki dan perempuan yang telah ditentukan oleh 

masyarakat.10 

Peran tersebut dikonstruksikan, disosialisasikan, secara sosial dan kultural, 

baik melalui ajaran agama maupun negara. Melalui proses tersebut akhirnya 

                                                 
9Hafidz, Daftar Istilah Gender, (Jakarta: Kantor Menteri Negara Urusan Peranan 

Wanita), 1995. 1997), hlm. 5. 
10 Saptari Ratna,  Ideologi Gender dan SubyektifitasPerempuan, (Jakarta: Pustaka Utama 

Grafiti, 1997), hlm. 202. 
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dianggap sebagai suatu ideologi yang diyakini sebagai suatu kodrat laki-laki dan 

kodrat perempuan. Dengan demikian, gender memberikan pemahaman bahwa 

pembentukan gender dalam masyarakat tidak terjadi secara alami melainkan 

dikonstruksikan oleh masyarakat itu sendiri. 

Adanya perbedaan gender sesungguhnya tidak akan dipermasalahkan 

apabila tidak menimbulkan diskriminasi dan ketidakadilan. Pada kenyataannya, 

perbedaan gender tersebut menimbulkan berbagai diskriminasi dan ketidakadilan 

gender pada jenis kelamin tertentu, yang pada umumnya adalah kaum perempuan. 

Upaya mengeliminasi diskriminasi dan ketidakadilan tersebut telah dicetuskan 

dalam suatu konvensi yang dikenal dengan nama CEDAW ditahun 1984, dan 

telah dituangkan dalam UU RI Nomor 7 tahun 1984 Pasal 1, yang menjelaskan 

tentang pengertian diskriminasi adalah sebagai berikut: 

”Diskriminasi terhadap perempuan berarti setiap pembedaan. 
Pengecualiaan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang 
mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan 
pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan 
kebebasan-kebebasan pokok dibidang politik, ekonomi, sosial, budaya, 
sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan. Terlepas dari status 
perkawinan mereka atas dasar persamaan antara laki-laki dan 
perempuan.”11. 

Diskriminasi ternyata sudah umum terjadi pada perempuan karena adanya 

keyakinan gender yang sudah meresap dalam kehidupan, baik didalam kehidupan  

rumah tangga maupun masyarakat, bahkan didalam lingkungan pemerintah 

ataupun negara. Bentuk diskriminasi menurut Mansour Fakih terdapat tiga hal. 

Pertama, diskriminasi secara langsung yaitu perlakuan tidak adil terhadap 

                                                 
11Imam Suprayogo, t.t, Patron-Klien dalam Kepemimpinan. Dalam Muhammad Rusli 

Karim (Ed), Seluk Beluk Perubahan Sosial, Surabaya: Penerbit Usaha Nasional, 1985, hlm. 28 
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seseorang yang dilakukan secara langsung karena adanya sikap atau peran. Kedua, 

diskriminasi secara tidak langsung, yaitu perlakuan tidak adil terhadap salah satu 

kelompok melalui aturan atau kebijakan yang berlaku sama pada semua kelompok 

tetapi praktiknya hanya menguntungkan satu kelompok jenis tertentu saja. Ketiga, 

diskriminasi sistemik, yaitu  perlakuan tidak adil yang telah berakar dalam 

sejarah, adat, norma atau struktur masyarakat yang mewariskan keadaan 

diskriminatif. Diskriminasi yang terjadi tidak sengaja dan tanpa disadari oleh 

pelakunya, tetapi berakibat buruk pada korbannya.12 

Sementara itu, menurut Masdar Farid Mas’udi ketidakadilan gender yang 

terbentuk dari berbagai diskriminasi, pangkal mulanya adalah dari streotipe 

”pelabelan sifat-sifat tertentu” pada kaum perempuan yang cenderung 

merendahkan. Berdasarkan pelabelan sifat-sifat tertentu pada perempuan, maka 

ketidakadilan beruntun terjadi pada mereka. Pertama, subordinasi yaitu 

kecendrungan perempuan ditempatkan pada posisi dan peran lebih rendah 

daripada laki-laki. Kedua, perempuan dimarginalisasikan yaitu perempuan 

diletakkan di pinggir, atau di belakang dari pada laki-laki, misalnya perempuan 

dalam rumah tangga adalah konco wingking ”perempuan teman dapur” dan dalam 

kegiatan masyarakat perempuan menjadi seksi ekonomi atau penerima tamu. 

Ketiga, perempuan yang mempunyai kedudukan diperlemah maka sering menjadi 

sasaran violence ”tindak kekerasan” oleh kaum laki-laki. Keempat, perempuan 

                                                 
12 Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 1997), hlm. 24. 
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menerima burden ”beban kerja” yang jauh lebih lama dan berat daripada yang 

dipukuli oleh kaum laki-laki.13 

Dalam skripsi ini, penulis menggunakan ”pisau analisis” dari Mansour 

Faqih, yang menyebut tentang manifestasi gender. Menurutnya, ketidakadilan 

gender dapat dilihat melalui pelbagai manifestasi ketidakadilan yang ada, yaitu; 

marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak 

penting dalam keputusan politik, pembentukan stereotipe atau melalui pelabelan 

negatif, kekerasan (violence), beban kerja lebih panjang dan lebih banyak 

(burden), serta sosialisasi ideologi nilai peran gender.14 

F. Metode Penelitian 

Dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini digunakan beberapa 

metodepenelitian sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang 

menggunakan pola pikir kualitatif interaktif dengan menekankan pada studi 

fenomenologis: berusaha mencari makna esensial, konsep, pendapat dan praktik 

yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Desa Karanganyar Paiton 

mengenai nikah sirri . 

2. Sifat Penelitian 

Kajian atau pembahasan dalam penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, 

yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan praktik nikah sirri  pada 

                                                 
13 Masdar F. Mas’udi, Islam dan Hak Reproduksi Perempuan: Di dalam Pemberdayaan. 

(Bandung: Mizan, 1997),  hlm. 55-58. 
14Op. cit., Analisis Gender.hal. 12 
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masyarakat di Desa Karanganyar Paiton kemudian merumuskan masalahnya 

secara terperinci dan dilanjutkan dengan analisis terhadap perkara tersebut. 

3. Pendekatan Penelitian 

Dari sasaran atau objek penelitian tersebut maka dipahami bahwa 

penelitian yang dilakukan merupakan penelitian gender: studi hukum dan 

masyarakat yang dilatarbelakangi oleh suatu kebutuhan bahwa hukum lebih 

dipandang dapat menjalankan fungsinya sebagai “rekayasa sosial”. Dalam hal ini, 

penulis mencoba melakukan eksplorasi pola interaksi antara gender dengan 

dinamika sosial yang terjadi serta tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap 

pelaksanaan ajaran Islam tentang pernikahan. 

4. Metode Pengumpulan Data 

a. Observasi (Observation) 

Dengan terjun langsung ke lokasi penelitian untuk melihat kondisi riil 

pelaku penelitian. 

b. Dokumentasi (Documnetation) 

Yakni pengumpulan data yang diperoleh melalui berbagai dokumen, buku, 

makalah, buletin serta berbagai peraturan dan sumber lain. Dokumentasi 

penelitian dicari melalui penelusuran serta mempelajari beberapa dokumentasi 

arsip yang berkaitan dengan nikah sirri  yang terjadi pada masyarakat di Desa 

Karanganyar Paiton serta melakukan telaah terhadap berbagai buku atau tulisan 

yang berkaitan dengan objek penelitian. 

c. Wawancara (interview) 
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Merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan langsung 

berhadapan dengan nara sumber melalui memberikan daftar pertanyaan untuk 

dijawab (interview guided). Wawancara ini akan  dilakukan oleh penulis langsung 

dengan pegawai KUA Kecamatan Paiton serta beberapa pelaku nikah sirri  

(sebagian teman penulis sendiri). Melalui wawancara ini, penulis akan berusaha 

untuk menggali informasi undocumented, sehingga dapat diperoleh data secara 

langsung dari sumber informasi melalui wawancara ini.  

5. Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif 

verstehen (pemahaman empatis), suatu cara untuk memperoleh pengertian 

interpretatif terhadap pemahaman manusia.15 Dengan cara ini, diharapkan penulis 

dapat memperoleh “understanding”, terhadap berbagai proses yang menjadi 

sasaran penelitian dan mengeksplorasi bagaimana prses-proses tersebut mengalir 

dalam konteksnya. Eksplorasi deskriptif kualitatif tersebut tidak saja diharapkan 

dapat membuka tabir pemahaman masyarakat terhadap fenomena dan aspek 

ajaran agama Islam tentang pernikahan yang dilakukan secara sirri , akan tetapi 

pada gilirannya diharapkan dapat berakhir dengan beberapa temuan penulis 

sebagai bahan evaluasi terhadap berbagai riset sebelumnya.16 

Sedangkan teknik analisis deskriptif yang dilakukan merupakan perpaduan 

antara instrument analisis induktif dan deduktif.Analisis induktif dipergunakan 

untuk menarik kesimpulan dari beberapa hal yang dipergunakan untuk khusus 

                                                 
15Lexy J. Moeleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

Cet. Ke-4, 1993), hlm. 7. 
16Faisal  Safiah, Penelitian Kualitatif, (Surabaya: Usaha Nasional, 1990), 86. 
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menjadi sebuah generalisasi berdasar pada data yang diperoleh.Sedangkan 

instrument deduktif mengaplikasikan sebuah teori yang bersifat umum (general 

teoritik) kepada hal-hal yang lebih khusus, yakni pemahaman dan praktik nikah 

sirri  yang berkembang dikalangan masyarakat Desa Karanganyar Paiton. 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika yang dimaksud adalah susunan yang dilakukan untuk 

mempermudah dalam mengarahkan sayaan agar tidak mengarah pada beberapa 

yang tidak berhubungan dengan masalah yang akan di teliti. Metode ini penyusun 

gunakan agar mempermudah dalam memahami maksud dalam penyusunan 

skripsi. Secara umum sistematika pembahasan sebagai berikut:  

 Bab pertama, adalah pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, 

Pokok  Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka 

Teoritik, Metodologi Penelitian dan Sistematika Pembahasan. Bagian ini 

merupakan pengantar materi untuk dibahas lebih lanjut pada bab lain.  

Bab kedua, gambaran umum atau pembahasan mengenai profil lokasi 

peneletian berikut pelaku penelitiannya.Pembahasan ini kaitannya dengan nikah 

sirri  yang terjadi di masyarakat, khususnya di desa karanganyar Paiton 

Probolinggo. Pada bab ini terdiri dari dua sub pembahasan, yaitu gambaran umum 

atau profil desa Karanganyar Paiton Probolinggo Jawa Timur dan kemudian 

dilanjutkan dengan pembahasan gambaran umum nikah sirri . 

Bab ketiga, adalah pembahasan. Dalam bab ini akan membahas rumusan 

masalah, yaitu tentang faktor yang melatarbelakangi atau kecederungan 

masyarakat Karanganya Paiton tentang pilihan untuk menikah sirri , termasuk 
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pembahasan mengenai faktor pendukung nikah sirri, dan analisis gender terhadap 

dampak nikah sirri  di masyakarat Karangannya Paiton Probolinggo tentang nikah 

sirri . 

Bab keempat, penutup yang meliputi kesimpulan dan saran atau 

rekomendasi. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Melalui  berbagai pengalaman perempuan yang melakukan nikah sirri di 

Desa Karanganyar Paiton, terungkap bahwa nikah sirri  dilakukan karena adanya 

beberapa faktor yang mempengaruhinya. Beberapa faktor tersebut antara 

lain:faktor agama, faktor administrasi, faktor keluarga, dan faktor mental.  

Faktor agama menegaskan bahwa dalam ajaran agama Islam menjelaskan 

bahwa haram hukumnya apabila perempuan bersentuhan dengan laki-laki bukan 

muhrimnya. Oleh karena itu, seorang perempuan apabila memiliki hubungan 

dekat dengan seorang laki-laki dan agar terhindar dari dosa zina maupun fitnah, 

maka dilakukan pengesahan hubungan mereka dengan cara nikah sirri . Apabila 

laki-laki dan perempuan nikah sirri , maka oleh masyarakat dapat diterima dan 

dianggap hubungan mereka tidak haram, sehingga tidak terjadi pergunjingan yang 

sering dilakukan oleh kerabat maupun lingkungan masyarakat. 

Selain itu, faktor administrasi terhadap pencatatan upacara pernikahan 

ternyata juga menjadi penyebab terjadinya nikah sirri di Desa Karanganyar 

tersebut. Sebagian masyarakat Desa Karanganyar menganggap bahwa mereka 

melakukan nikah sirri  karena keterbatasan biaya apabila mereka melakukan 

pernikahannya dengan cara menikah melalui pencatatan di KUA. Dalam faktor 

administrasi, alasan yang sangat kental di masyarakat tersbut adalah karena alasan 

kerahasiaan yang mampu terjaga bila menikah secara sirri. Hal itu terjadi karena 
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berbagai alasan yang membuat mereka tidak mau untuk menikah di KUA. 

Diantaranya adalah karena tidak diizinkan oleh istri pertama, hamil di luar nikah, 

dan yang paling banyak terjadi adalah karena alasan pekerjaan yang menuntut 

mereka untuk tidak berpoligami. Oleh karena itu, mereka lebih suka melakukan 

nikah sirri yang dapat mengelabui instansi terkait, daripada harus kehilangan 

pekerjaan mereka. 

Sementara itu, dalam faktor keluarga, ternyata menggambarkan fenomena 

budaya masyarakat sekitar untuk melakukan nikah sirri. Hal ini terlihat pada 

begitu besarnya peran orang tua untuk mendukung putra-putrinya untuk 

melakukan nikah sirri tanpa memperhatikan akibat yang akan ditimbulkan apabila 

pernikahan sirri tersebut menemui jalan buntu. 

Dari faktor-faktor penyebab terjadinya nikah sirri tersebut, muncullah bias 

gender yang menyelimuti ruang lingkup nikah sirri tersebut. Bias gender yang 

terjadi akibat dari manifestasi ketidakadilan gender yang terus menghantui setiap 

sudut permasalahan yang muncul dari pernikahan secara sirrri tersebut. Dalam 

manifestasi gender, nikah sirri ternyata mampu menjadikan perempuan sebagai 

satu-satunya subjek yang menjadi korban. Hal itu dapat dilihat dari keterangan 

dari informan yang juga turut menguatkan ketidakadilan gender yang terjadi. 

Manifestasi ketidakadilan yang terjadi di Desa Karanganyar adalah marginalisasi 

perempuan, subordinasi, kekerasan, dan beban kerja. 

Marginalisasi dalam pernikahan sirri memiskinkan kaum perempuan 

setelah mereka bercerai. Subordinasi membuat hak yang seharusnya diperoleh 

istri tidak terealisasi secara global. Selain itu, kekerasan dalam pernikahan sirri 
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semakin menyudutkan kaum perempuan sebagai kaum yang lemah, dan beban 

kerja yang diterima oleh perempuan nikah sirri juga semakin bertambah seiring 

hak dinafkahi yang seharusnya diterima osebagai istri tidak terpenuhi. Hal-hal 

yang semakin menjelaskan ketidakadilan gender tersebut terjadi karena pengaruh 

kekuatan hukum nikah sirri yang tidak mendukung kaum perempuan untuk 

dihargai. Oleh karena itu, nikah sirri sering digunakan sebagai alat oleh kaum 

Adam untuk memperoleh keuntungan pribadinya tanpa menghiraukan akibat yang 

diderita oleh kaum Hawa. 

Pernikahan sirri memang merupakan gejala sosial yang masih berlanjut 

dan kelihatannya banyak menimbulkan permasalahan yang sangat merugikan 

perempuan, karena statusnya yang lemah dan tidak dilakukan pencatatan sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. Akibatnya bagi perempuan, mereka tidak 

memperoleh bukti yang otentik tentang pernikahannya, sehingga ketika hendak 

menuntut sesuatu atas perlakuan suaminya tidak ada satu bukti tertulis yang dapat 

digunakan. Padahal secara formal untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang 

menyangkut hak dan kewajiban bagi seseorang diperlukan bukti yang kasat mata. 

Oleh karena itu, timbul suatu pertanyaan siapa yang akan membela perempuan 

dan kepada siapa perempuan akan menuntut, jika mereka dirugikan akibat dari 

nikah sirri?. 

B. Saran 

Adapun saran pada penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagi instansi penegak hukum yang terkait diharapkan untuk melakukan 

peninjauan kembali terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang 
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perkawinan, terutama pasal 2 ayat 1 dan 2. Adapun dalam pasal 2 ayat 1 

disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut 

hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan pada pasal 2 ayat 2 

disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Sebaiknya pasal tersebut ditegaskan 

menjadi: perkawinan dianggap sah oleh negara jika dilakukan menurut 

hukum masing-masing agamanya, namun harus juga tercatat secara sah 

seperti yang tercantum dalam perundang-undangan negara. Dengan 

demikian, akan memberikan satu kesatuan pengertian tentang sahnya 

pernikahan dan tidak menimbulkan dua interpretasi yang berbeda yaitu 

perkawinan dianggap sah apabila berdasarkan pasal 2 ayat 1 dan pernikahan 

dianggap sah berdasarkan pasal 2 ayat 1 dan 2. 

2. Bagi instansi pembela perempuan (WID), didharapkan untuk melakukan 

sosialisasi tentang nikah sirri  yang berdampak negatif bagi perempuan 

melalui berbagai media. Selain itu dapat dilakukan advokasi melalui 

kampanye ”Anti Nikah Sirri” yang ditujukan kepada semua pihak, antara 

lain pihak dari kalangan atas maupun kalangan bawah, yang berpendidikan 

maupun yang tidak berpendidikan. Dengan demikian, tujuan 

pengarustamaan gender diharapkan dapat mempersempit, bahkan 

meniadakan pelaksanaan nikah sirri  yang pada gilirannya akan 

mengakibatkan kesenjangan gender, baik di dalam keluarga maupun di 

masyarakat. 
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3. Di sisi lain, Majelis Ulama Indonesia (MUI) diharapkan dapat menyatakan 

bahwa nikah sirri  belum merupakan pernikahan yang sah karena belum 

dicatatkan ke KUA yaitu pencatatan secara resmi berdasarkan peraturan 

negara. Selain itu, berbagai organisasi perempuan yang melakukan nikah 

sirri . Dengan demikian, peMrntah dapat memperoleh data yang dapat 

dijadikan dasar kebijakan terutama perlindungan terhadap perempuan, 

misalnya melakukan nikah ulang di depan petugas yang berwenang dari 

KUA. 

4. Bagi keluarga, diharapkan mampu untuk ikut memberikan sosialisasi  

terkait nikah sirri yang dapat menimbulkan berbagai masalah internal 

perempuan. Seperti dampak yang akan terjadi jika terjadi perceraian, dan 

menuntut anak-anaknya untuk mematuhi peraturan perundang-undangan 

yang berlaku di negara ini. Sehingga, pelaku nikah sirri dapat terbendung 

samapi saatnya tidak ada lagi yang mau menikah secara sirri. 

5. Bagi pelaku nikah sirri, diharapkan mau untuk mencatatkan perkawinannya 

ke instansi yang terkait, yaitu KUA. Dengan itu, diharapkan mampu untuk 

menjaga hubungan dalam keluarga dan melindungi kaum perempuan di 

mata hukum negara. 
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